
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 41 TAHUN 2O2O

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM

KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

Menimbang :

Mengingat :

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,

a- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan

Daerah Nomor 10 Tahun 2OL6 tentaog Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi

Rawas, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis

Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatart

Kabupaten Musi Rawas;

b. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tel,ah sesuai

dengan Surat Rekomendasi Gubemur Sumatera Selatan

Nomor 06l I ll3L lvlll2o2l Perihal Rekomendasi

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud da.lam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan

Unit Pelaksa-na Teknis t aboratorium Kesehatan Daerah

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotaprqia di

Sumatera SeLatan (Lembarajr Negara Republik lndonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);
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2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Anta-ra Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Taiun 2OO4 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (L€mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (L€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

lrembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Ta-hun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

56791.,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan F\.rngsional Pegawai Negeri Sipil (l€mbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negfia Republik Indonesia Nomor

3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2O1O tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tqhun 2O1O

Nomor 51, Tambaha-n Irmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5121);



7.

a.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (kmbaran

Negara Republik Indonesia Ta-hun 2016 Nomor 114,

Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887), sebagaimala telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daera} (trmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 187,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6402);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016

tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas

Kesehatan Provinsi da,I Kabupaten/Kota fBerita Negara

Republik lndonesia Tahun 2O16 Nomor 1502);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2O16

tentang Fasilitas PeLayanan Kesehatan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2o16 Nomot229l;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 "lahuIr. 2Ol7

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 451);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Taltun 2018

tentang Pembinaan dall Pengendalian Penataan

Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O18 Nomor 1539h

11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 364/ MENKES/ SK/ III/ 2OO3 tentang

Laboratorium Kesehatan;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/ MENKES/

PER/ IlI/ 20lOtentang laboratorium Klinik;

13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 1O);
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14. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Diuas Pada Dinas

Kesehatan KabupaGn Musi Rawas (Berita Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2OOB Nomor 27)

sebagaimaaa telah diubah beberapa. kali teralkhir

dengan Peratulan Bupati Nomor 43 Tahun 2019

tentang Perubatran Ketiga Atas Peraturan Bupati

Nomor 27 Tahr:n 20O8 tentang Pembentukan Unit

Pel,aksana Teknis Dinas Kesehatan lGbupaten Musi

Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun

2019 Nomor 43);

15. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentsng

Kedudukan, suaunan organisasi, Tr.rgas dan Fungsi

Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas fBerita

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 5E).

MEMUTUSKAN:

MenetaPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEMUIGN UNIT

PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN

DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUS!

RAWAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas.

3. Dinas Kesehatafl adalah Dinas Kesehatan Kabupaten

Musi Rawas.

4. Icpafa Dinas adaleh Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Musi Rawas.

5. sekretariat adalah seketariat Dinas Kesehatan

Kabupaten Musi Rawas.
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6. Sekretaris Dinas adalatt Sekretaris Dinas Kesehatan

Kabupaten Musi Rawas.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutrrya disi[gkat UPT

adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dilras Kesehatan

Kabupaten Musi Rawas.

8. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah

yang sel,anjutnya disebut UPT Laboratorir.m Kesehatan

Daerah adal,atr unsur pelaksana operasional Dinas yang

melaksanakan tugas tekrris operasional dan/atau

kegiatan tekds penunjang tertentu Dinas.

9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan

Daerah adalah Kepala UPt laboratorium Kesehatan

Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas'

lO. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok

Jabatan Fungsional di lingkungan UPI laboratorium

Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Musi Rawas.

1 1. Eselon adalah tingkatan jabatan struldtrral

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peratrr.ran Bupati ini dibentuk LJPT

Laboretorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatal;

UPT laboratolium Kesehatan Daerah mcrupakaa UPI

Kelas A;

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(l) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan unsur

pelaksana sebagian kegiatan telcris operasional

dan/atau kegiatsn tekris penunjang penyelenggaraan

bidang kesehatan pada Dinas Kesehatsn;

(1)

(2)
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(2) UPT sebagainana dimaksud pada ayat (l) dipimpin oleh

Kepala tPT yang berkedudukan dibawah dan

bertarrggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam

pelaksanaan tugasnya secara administratif

dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(U Susunan Organisasi LJPT Laboratorium Kesehatan

Daerah terdiri dari :

a. Kepala UPI;

b. Subbagian Tata Ussha; darr

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian Tata Ueaha mbagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, dipimpin oleh IGpaIa Subbagian yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

UPT;

(3) Struktur Organisasi UPT Laboratorium Kesehatsn

Daerah scbagaimana tercantum dalam tampiran

Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

UPT Iaboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas

melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian

terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan

bukan berasal dari manusia untuk pcnentuan jenis

payakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor

yang dapat bcrpengaruh pada kcaehatan pcrorangan dan

masyarakat yang berperan dalam menlrukseslen

pernbangunan di bidang kes€hatan.
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Pasd 6

Untuk melaksanatan tugas Bebageimana dimaksud dalam

hsal 5, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai

irngsi sebogai bcrikut :

a. penyusunan program kerja di bidang pclayanan

laboratorium;

b. pengumpulan, pcngolahan, penganatisis dan pcnyajian

data hasil pemcriksaan laboratorium untuk menunjang

inlormssi diagnostik pcngobatan dan/atau

penyembuhan dan/atau pemr.rlihan kesehatan;

c. pelaksanarn koordinasi dengan lintas sektoral dalam

rangl€ pengembangan dan kemitraan Pelayanan

kesehatan;

d. petakeanaan monitoring, evaluasi, pencatatan dan

pelaporan hasil pelayanan laboratorium;

e. pel,aksanaan Proscs akr€ditasi laboratorium yang

diselengaral<an oleh Itumite Akeditasi se$-rei denSan

peraturan perundang-undangan;

f, Penyelenggaraan upaya kesetramatan dan keamanan

laboratorium scsuai dengan standar baku;

g. mcmlrrhatikan fungsi sosial; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

scsuai dengan tugas dan frrngsinya.

Bagian Kesatu

KePsla t PT

Pasat 7

Kepsla UPT meBpunyai tugas metraksanakan upaya unsur

penjaring p€layanan kesehatan dibidang Pcnegakan

diegnosis dan kerja program keschatan masyara&at dalam

rangka mendukung kabupa.ten sehat
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Passl I

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksrr.l cla,lam

Pasal 7, Kepala UPT Iaboratorium Kes€hatan Daerah

mempurryai fungsi:

a, penlrusunan nencana kegiatan;

b. pcnyiapan kebiiakan opcrasional pclayanan;

c. pen nrsunan standar pelayanan minimal;

d.pcnyusunan dan evaluasi data pelayanan;

e. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanal;

f. penyeliaan bawahan delerrr lingkup tugasnya;

S.penggndalian dan evaluasi serta pclaporan pelaksanaan

tuBas; dan

h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan Bcsr-rai

tugas dan fungsinya.

Bagiatl Kedua

Sub Bagian Tata Usaln
Pasd 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunjrai tugas :

a. menyelenggarakan pelayanan administrasi
kepegaqaian, kcuangan kmrdinasi dan pengcndalian

bidang umum dan perlenAkapan; dan
b. mcnyrsun rencana kcgiatan kctatausahaan UPT.

Pasal f 0

Untuk melaksanakan tugas sebegaimana dimstsud
datram PaBal 9, Sub BaAian Tata Umha mempunyai fungei
sebagai berikut:
a. penyusruran rencana kegiatan dan pmgram ke{a sub

bidang tata usaha;

b. pclaksanaan norma, standar, pmscdur dan kriteria di
bidang ad"ni"'istraEi pcnencanaan dan keuangan,

kepegawsian, aset, rumah tansga dan
kehumasan;

c. pel,aksanaan eistem iniornasi Laboratorium
Keschatan Daerah;
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e.

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pctraporan

pelaksanaan tugas; dan

pelatsanaan tugas Lain yang diberikan atasan scsuai

tugas dan fi.rngsinya.

BAB VI

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal I l

(U Ketompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

membantu dan melaksanakan sebaAian tugas frm8si

UPT sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional rcrdiri dari sejur ai

tenaAa furEsional yang diatur dan ditetapkan s€suai

dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan.

(3) Jumlah tenaga fi.ngsional sebagaimana dirn6l6sd

pada ayat (21 ditentukan berdasarkan kebutuhan dalr

beban kerja derrgan mempertimbanglan jumlah

pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk

dan pcrsebarannya, karakteristik wilayah ke{a,

ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat

pertama lainya didlrvah kgrja dan pcmbagian wakfir

kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimeksud

ayat (l) dalam melaksanakan fungsinya pclayanan

laboratorium sebaAai bahan penlrusunan perencanaan,

arah sasaran dan evaluasi keberhasilan pelayanan

kesehatan sesuai dengan tolak ukur keberhasilan yang

ditetapkan.

Pasal 13

T\rgas Jabatsn Fungsional bidang Pelayanan

l,aboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal

1O, sebagei berikut :

a. pclaksanaan pemeriksaan Laboratorium klinik dan uji

kesehatan;
9
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b. pclaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan

masyarakat;

c. pelaksanaan sistem rujukan;

d. pelaksanaaan jejaring kerja dan kemitraan dibidang

laboratorium keschatan; dan

e. o€lakoanakan hrgas tain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan h4as dan fungsinya.

BABVII

TATAKEzuA

Pasal 14

Dalam Eelckiqnpkan tug1snya l(gpaJa uPT, fepala
Sub Bagian Tata Usaha, scluruh penangung jawab

program dan Kelompok Jabatan Fungsional

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinlccnisasi
dan simplikasi.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

(f) Kepsla UPT dan Kepala Sub bagian diangkat dan

diberhentikan oleh Bupati scsuai dengan ketentuan

Peraturan Perundsng-Undangan.

(2) Icpala UPT merupakan Jabatan Fen8awas

setingl(at Jabatan Struktural Eselon W.a.

(3) Kepala Subbagian Tata Usaha merupe.kan Jabatan

Pengs$,as Betingkat Bselon IV.b.

BAB D(

KETENTUAN PERALITIAN

Pasal 16

UPT yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati
ini ditetapkan, tctap melakeanakan trAasnya sampei
dengan dilantiknya pejabat t PT yang baru.

10
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, rraka
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 27 Tahun 20O8

tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas (Berita

Daerah lGbupaten Musi Rawae Tahun 2OO8 Nomor
27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal f8

Peratursn Bupati ini mul,ai bedaku pada tanggal
diundangkan.

Agar s€tiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya drlim B€rita Daerah Kabupaten Musi
Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti,
pada tangsq.l ?o 2t,ol- 2O2O

BUPATI RAWAS,

Diundangkan di Muara Beliti,
padatanggaf 31 auo|' 2O2O

SEKRETARIS DAERAH
KABT'PATEN MUSI RAWAS,

PRISKODESI

BERITA DAEMH TABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2O2O NOMOR d g

P,IXAI OORDINASI
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I,AMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 4L TAHUN 2O2O
TENTANG :PEMBEI\MUXAN UMT

PELAKSANA TEKMS
LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI RAWAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PEI"AKSANA TETMS LABORATORIT'M KESEHATAN DAERAH

PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA T]PT

JABATAN
FUNGSIONAL

PAR,{I KOORDINASI
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